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PUTUSAN
Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Sgt

el ozl atl pud
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

I umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Jalan PaalMerah Jaya,
.
I <cbupaten Muaro Jambi, sebagai

Pemohon;
MELAWAN

Maria Cindy Stephanie binti Andreas Jefferson, umur 34 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di
Dahulu bertempat tinggal di Jalan Paal Merah Jaya, | NGczcNNE
|
I Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, akan tetapi
sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah

Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di

persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15
Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan
register perkara Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Sgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai
berikut:
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1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah,
yang malangsungkan pernikahan pada tanggal 08 desember 2004 yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kec, Bogor Utara
Kab,Bogor,Jabar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:
1086 / 15 / Xl / 2004, tanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh KUA
tersebut;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon
berstatus perawan,sesaat setelah akad nikah,pemohon mengucapkan sighat
taklik talak yang isinya tercantum didalam buku nikah;

3. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di [l
.|
I .<ab, muraro jambi,jambi;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah melakukan
hubungan layaknya suami isteri (ba’'da dukhul) dan telah di karuniai dua orang
anak bernama | GNNNGNGEGEGEGEGEEEEE bcunur 17 tahun dan
I H-unur 16 tahun,yang mana kedua anak tersebut di

asuh oleh tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon dari awal
pernikahan sudah mulai goyah, yaitu antara pemohon dan termohon sering kali
terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
a. Karena antara pemohon dan termohon tidak adanya kecocokan
komunikasi, yang mana antara pemohon dan termohon sering Kkali
terdapatnya perbedaan Pendapat dan Prinsip, sehingga membuat rumah
tangga pemohon dan termohon terasa kurang harmonis;
b. Karena Termohon terlalu egois, keras kepala, mau menang sendiri,
tidak mau mendengarkan kata-kata pemohon untuk kebaikan rumah tangga
bersama;
C. Karena termohon seorang yang egois dan temperamen,seringkali
termohon tidak mau mendengarkan nasehat — nasehat pemohon walaupun

itu untuk kebaikan bersama;
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d. Karena termohon sangat tidak bisa menjaga nama baik pemohon
selaku kepala rumah tangga,karena termohon seringkali membuka aib
keluarga kepada banyak orang ( orang lain );
e. Karena termohon telah kembali kepada agamanya yang semula
(MURTAD) yaitu termohon telah keluar dari agama islam;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan
termohon terjadi pada 24 Mei 2019 disebabkan oleh hal yang sama. Sehingga
termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui lagi
keberadaannya, Sejak saat itu antara pemohon dan termohon berpisah tempat
tinggal dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya
suami istri;
7. Bahwa pemohon telah berusaha mencari keberadaan termohon,namun
pemohon tidak berhasil mencari keberadaan termohon tersebut;
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukan bahwa rumah tangga pemohon dan
termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi.
Dengan demikian, Pemohon telah berbulat hati untuk menggugat cerai
terhadap Termohon pada Pengadilan Agama Muaro Jambi;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Muaro Jambi Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memanggil
dan memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi:

Primer:
1. Mengabulkan Gugatan pemohon;
2. Memutuskan hubungan pernikahan pemohon dan termohon, putus

karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
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serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan
yang sah;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat
izin untuk bercerai dari atasannya berdasarkan Surat Izin Nomor R/10/1/2020
tanggal 30 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh KaPolres Muaro Jambi;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar
bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses
mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang
menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat
permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat
didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti sebagai berikut:

L. Bukti
Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1086/15/X11/2004 Tanggal 18 Maret 2020
atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor,
Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh
Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis

memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

Il. Bukti Saksi

1. . umur 40 tahun, agama Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di || G
B Vuaro Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah

sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan

kerja Penggugat;
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- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa
Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak 2019 tidak harmonis karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Termohon pergi
meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang;

- Bahwa Termohon keras kepala, egois dan tidak bisa menjaga
kehormatan Pemohon selaku kepala rumah tangga, saksi tahu dari
keseharian, karena saksi sering bersama Pemohon dalam
menjalankan tugas sebagai Polisi;

- Bahwa sejak maret 2020 Termohon mengajak anak-anak Pemohonn
pergi meninggalkan Pemohon dengan maksdu jalan-jalan ke Batam
dan Jakarta, akan tetapi sampai saat ini tidak pulang-pulang dan
menurut informasi dari pihak keluarga Termohon, Termohon bersama
anak-anaknya sekarang berada di Bogor dan tidak mau pulang ke
Jambi lagi;

- Bahwa upaya damai sudah ada, bahkan saksi juga pernah menasihati

Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. . ur 36 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di || GG

I (<abupaten Muaro Jambi,, di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
tetangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa
Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awalnya sudah

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa Termohon sering mengajak teman-temannya berkumpul di
rumahnya tanpa seijin Pemohon, akibatnya Termohon dan teman-
temannya bikin resah warga sekitar karena bernyanyi rame-rame. Hal
ini menimbulkan kecurigaan warga bahwa di rumah Pemohon dialih
fungsikan sebagai rumah ibadah tanpa seijin pihak berwenang
setempat;

- Bahwa tidak, sejak kurang lebih 7 bulan lalu, tepatnya pada bulann
Maret 2020, Termohon beserta anak-anaknya pergi dan sampai saat
ini tidak pernah pulang;

- Bahwa ada, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan
alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal
yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu
kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang
ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka
berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini
termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan
Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai
kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan

oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan
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sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan
diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah
mendapatkan surat izin untuk bercerai, Majelis Hakim menilai bahwa surat izin
tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga Pemohon sebagai
Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mengajukan
perceraian di Pengadilan Agama Sengeti, dan proses pemeriksaan dapat
dilanjutkan kepada pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat
hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai
(vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak
sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1)
dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal
115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar
dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan
tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi
sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat
dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon,
yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut dalam
duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari permohonan Pemohon
adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan
sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal
149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini
perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung
R.l tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap
Pemohon tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasan
tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohon dan
Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai,
(2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon,
Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon
masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam
persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta
nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai
bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah
dinazegelen dan dicocokan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata
sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi
persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870,
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1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Pemohon dengan
Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti
bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai, maka sesuai dengan asas: (hukum
asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan
yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah
suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga
Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak
yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak
ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang
yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon ke
persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah
mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam
perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan
Pemohon maupun Termohon, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai
kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing
secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara
formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon di bawah
sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah
diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka telah
berpisah tempat tinggal, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung
dan bukan cerita dari orang lain;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut
saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung
kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam
Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat
ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah pernah diupayakan damai namun
tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara Pemohon dan Termohon sekarang
sudah sudah berpisabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon
sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan
Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetap tidak berhasil, hal tersebut
merupakan qarinah (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa
antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil
permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk
rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya
sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan
rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang
diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan
kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal
tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab
Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalag yang menyatakan, "Islam memilih
lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak
harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami
isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti
menghukum isteri-suami dalam “penjara” yang berkepanjangan, hal tersebut
merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon telah memenuhi
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ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan
Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan
Agama Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum
Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap,
dengan memanggil masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan
kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara
ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (I

untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ([ GTEGzG

) i depan sidang Pengadilan Agama
Sengeti;
4, Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp466000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sengeti pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan
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dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriah oleh Dra. Siti Patimah, M.Sy. sebagai Ketua
Majelis, Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.l., M.H. dan Suwarlan, S.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut, dan didampingi oleh Arief Mustagim, S.E.l., M.Sy. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.l., M.H. Suwarlan, S.H.

Panitera Pengganti,

Arief Mustaqim, S.E.l., M.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran . Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
Perkara
3. Biaya Panggilan : Rp. 370.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
JUMLAH :  Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
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